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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Perusahaan 

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap 

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta 

berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh 

keuntungan/laba. 

Pengertian di atas menggambarkan ada dua unsur pokok yang terkandung 

dalam suatu perusahaan, yaitu: 

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa 

suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan 

berkedudukan di Indonesia. 

2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang 

dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.
21

 

 

Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Badan Usaha 

Badan usaha maksudnya adalah suatu lembaga atau 

perkumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum 

tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, 

perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk hukum dari 
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badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan 

disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

2. Kegiatan dalam Bidang Perekonomian 

Kegiatan atau usaha dalam bidang perekonomian dapat dibedakan 

dalam tiga bidang, yaitu sebagai berikut: 

a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan 

jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di 

dalam maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan 

memperoleh keuntungan. Contoh kegiatan ini adalah menjadi diler, 

agen, grosir, toko, dan sebagainya. 

b. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau 

menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari 

asalnya. Contoh kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, 

pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya. 

c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang 

melaksanakan atau kenyediakan jasa-jasa, yang dilakukan baik oleh 

perorangan maupun suatu badan. Contoh kegiatan ini adalah 

melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, 

pariwisata, pengacara/akuntan dan sebagainya. 

3. Kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut harus dilakukan secara 

terus-menerus, tidak insidental, dan merupakan pekerjaan sehari-hari 

untuk mendapatkan penghasilan dengan menghitung rugi/laba. 

4. Secara Terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga) 
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Secara terang-terangan maksudnya adalah terbuka untuk umum, diketahui 

oleh semua orang, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan 

disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terang-terangan itu dapat 

dilihat dari izin usaha dan izin tempat usahanya, serta surat keterangan 

pendaftaran perusahaan tersebut. izin-izin dan surat keterangan dibuat oleh 

pejabat yang berwenang. 

5. Mengadakan Perjanjian Perdagangan 

Mengadakan perjanjian perdagangan maksudnya adalah mengadakan 

perjanjian jual-beli, serta mengadakan produksi barang dan jasa untuk 

dijual kepada pihak ketiga yang biasanya disebut dengan konsumen. 

6. Harus Bermaksud Memperoleh Laba 

Kegiatan perdagangan itu dilakukan untuk memperoleh penghasilan, 

keuntungan/laba. Penghasilan, keuntungan/laba ini menunjukkan adanya 

nilai lebih yang diperoleh dari modal yang dipergunakan. Dengan 

demikian, setiap kegiatan perdagangan harus disertai dengan sejumlah 

modal, yang dengan modalnya ini harus diusahakan untuk mendapat 

keuntungan atau laba. 

7. Melakukan pembukuan 

Pembukuan maksudnya adalah catatan yang berisikan hak dan kewajiban 

pihak yang melakukan kegiatan perekonomian. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa 

perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan. Catatan ini terdiri dari 

neraca tahunan, perhitungan rugi-laba tahunan, rekening, jurnal transaksi 
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harian, dan catatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian 

yang dilakukan.
22

 

Unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukan di atas, dapat 

dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang 

menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, 

bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan 

dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. 

Pada prinsipnya, perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan 

perekonomian yang diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan 

peraturan perundang-udangan lainnya, terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, 

adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. 

Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan 

tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa 

adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan 

perseorangan bermodal kecil, jenis serta jumlah produksi terbatas, 

memiliki pekerja/buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi 

teknologi sederhana. Perusahaan perseorangan dapat berbentuk 

perusahaan dagang/jasa (misalnya toko swalayan atau biro 

konsultasi) dan perusahaan industri. Contoh perusahaan 
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perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, 

pedagang asongan, dan lain sebagainya. 

2. Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan BUMN. Perseroan Terbatas 

adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang 

dimiliki oleh minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang 

hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau 

perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam perseroan terbatas, 

pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat 

menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. 

Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal 

minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. 

3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum atau disebut juga 

perusahaan persekutuan, yang artinya badan usaha yang dimiliki oeh 

dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bisnis. Badan usaha yang termasuk dalam badan 

usaha persekutuan adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, 

dan perseroan komanditer. Untuk mendirikan badan usaha 

persekutuan dibutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang 

terkait. 

Perusahaan-perusahaan ada yang berbadan hukum, tetapi ada pula 

yang tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri dari 

perusahaan-perusahaan swasta yang didirikan oleh perseorangan atau 
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bebarapa orang secara bekerja sama dan perusahaan negara yang didirikan 

dan dimiliki oleh negara. 

Persekutuan perdata pada intinya bukan bentuk badan usaha 

sebagaimana dimaksud dalam dunia bisnis. Persekutuan perdata 

merupakan awal terbentuknya perusahaan/badan usaha yang merupakan 

hasil suatu persekutuan, seperti persekutuan firma, persekutuan 

komanditer, maupun perseroan terbatas. 

Menurut Pasal 16 KUHD, persekutuan firma adalah persekutuan 

yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan nama 

bersama. Jadi persekutuan firma adalah setiap perusahaan yang didirikan 

untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama (firma) 

sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. 

B. CV (Commanditaire Vennootschap) 

Persekutuan komanditer atau biasa disebut CV, yang merupakan singkatan 

dari commanditaire vennootschap, diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 

Pasal 21 KUHD. Menurut Pasal 19 KUHD, perseroan komanditer dibentuk 

untuk menjalankan suatu perusahaan, yang terdiri dari satu orang atau 

beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung 

jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) di satu pihak, dan satu 

orang atau lebih sebagai pelepas uang di pihak yang lain. 

Pada dasarnya, persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang 

mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah 

sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada 
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persekutuan tapi tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam 

persekutuan itu. Dengan kata lain, status seorang sekutu komanditer dapat 

disamakan dengan seseorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan 

dan hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda, atau tenaga 

pemasukannya itu saja sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari pengurusan 

perusahaan. 

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang 

pada awalnya dikenal dengan nama naamloze vennootschap (NV). Istilah 

terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang 

saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang 

dimilikinya.
23

 

C. Macam-Macam Perjanjian 

Perjanjian dalam arti luas tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, 

bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Sedangkan dalam 

arti sempit, perjanjian adalah  persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih  

saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat 

kebendaan di bidang harta kekayaan.
24

 

Perjanjian atau perikatan juga dapat diartikan sebagai, suatu hubungan 

hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi 
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hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, 

sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.
25

 

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. 

Dengan rumusan yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-

perjanjian, diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal.
26

 

Adapun barang sesuatu yang bisa dituntut dinamakan prestasi, yang 

menurut undang-undang dapat berupa: 

1. Menyerahkan sesuatu. 

2. Melakukan suatu perbuatan. 

3. Tidak melakukan suatu perbuatan.
27

 

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan  suatu perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan  (kesepakatan para pihak). 

 Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut 

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 

bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam 
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perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 

Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka 

para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban 

mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa 

keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat 

dibenarkan. 

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 

Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 

melegalisir kebeneran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian 

tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. 

Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan 

penyangkalannya. 

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta 

notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka 

pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah 

notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat 

bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak 

ketiga.
28

 

Dari pihak ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa 

perjanjian yang dibuat notaris atau dimuka notaris merupakan perjanjian yang 

mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum atau yuridis. 
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Ada tiga fungsi dari akta notaris (Akta Autentik), yaitu; 

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu.  

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak. 

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali 

jika ditentukan adalah sesuai dengan kehendak para pihak.
29

 

Sehubungan dengan fungsi akta notaris tersebut diatas, adalah untuk 

alat bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami suatu masalah, 

sehingga yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaris tersebut. 

D. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

 Proses pengadaan barang/jasa di pemerintah, beberapa perusahaan swasta 

mengharuskan perusahaan resmi yang memiliki kelengkapan izin usaha, jika 

akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa. Tetapi, beberapa pekerjaan 

dapat saja diborongkan kepada perusahaan yang tidak lengkap izin usahanya. 

Tentu, hanya untuk pekerjaan dengan nilai kecil. Jika nilai pekerjaan 

dipandang cukup besar, tetap saja kelengkapan izin usaha mutlak diperlukan. 

  Perusahaan swasta memiliki kriteria tersendiri untuk menilai peserta 

pengadaan barang/jasa. Beberapa kriteria penilaian antara lain. 

a. Harga, dalam cara penilaian harga, jenis peserta dengan penawaran harga 

yang paling rendah akan dipilih. Tetapi, tidak semua harga yang rendah 
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akan dipilih begitu saja. Perusahaan biasanya sudah mempunyai harga 

wajar untuk pengerjaan dari pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut. 

b. Pengalaman kerja, peserta wajib melampirkan pengalaman perusahaan. 

Peserta juga akan ditanyai soal pengalaman perusahaan yang tercantum 

dalam profit perusahaan mereka. Jawablah dengan benar dan jujur. 

Pengalaman kerja yang tidak sesuai akan membuat blunder bagaikan 

pedang bermata dua. Jika peserta lelang tidak dapat menerangkan 

pengalaman sesuai dengan profil perusahaan, tentu akan ada pengurangan 

nilai dari panitia. Bukti pengalaman beserta nilai pekerjaan terdahulu harus 

dicantumkan. Bukti kontrak lebih baik dicantumkan pula, karena dapat 

membuktikan bahwa perusahaan peserta mempunyai pengalaman kerja 

yang dapat dipertangungjawabkan. 

c. Proposal teknis, badan usaha yang akan mengikuti pengadaan barang/jasa 

harus mengajukan dokumen penawaran yang bersifat teknis. 

1. Untuk pengadaan barang, dokumen yang menjelaskan mengenai 

keunggulan barang yang ditawarkan. 

2. Untuk jasa pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, dokumen yang 

menerangkan metode pelaksanaan, keunggulan metode pelaksanaan, 

operasional objek yang dilaksanakan, dan pemeliharaan objek yang 

dilelang. 



33 

 

 

 

3. Untuk jasa konsultansi, melampirkan dokumen metode pengerjaan, 

keunggulan metode, dan hasil yang akan dicapai.
30

  

E. Perjanjian Baku 

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu 

standard contract. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah 

ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah 

ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat 

terhadap ekonomi lemah. Munir Fuady
31

 mengartikan kontrak baku 

adalah:suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam 

kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak (boilerplate) 

dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal 

ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya 

mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa 

perubahan dalam klausul-klausul-nya, di mana pihak lain dalam kontrak 

tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk 

menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah 

satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. 

Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai 

kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi "take it or leave 

it".  
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Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen 

kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. 

Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak 

bakuan  adalah netral. 

Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat baku adalah
32

: Syarat-syarat 

konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan 

dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dahulu.  

Inti dari perjanjian baku menurut Hondius adalah bahwa isi perjanjian itu 

tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya 

diminta untuk menerima atau menolak isinya. Mariam Badrulzaman 

mengemukakan bahwa standard contract merupakan perjanjian yang telah 

dibakukan
33

. Mariam Darus Badrulzaman juga mengemukakan ciri-ciri 

perjanjian baku, yaitu
34

: 

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) 

kuat; 

2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan 

isi perjanjian; 

3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu; 

4. Bentuk tertentu (tertulis); 

5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif  
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Sutan Remy Sjahdeini
35

 juga memberikan pengertian tentang perjanjian 

baku, perjanjian baku adalah:perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul 

yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak 

mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang 

belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut 

jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang 

spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan 

bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu 

suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris 

dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang 

telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak 

mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas 

klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun 

adalah juga perjanjian baku. 

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan 

perjanjian yang telah distandardisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat/ 

sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. 

Apabila debitur menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani 

perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak 

ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut
36

. 
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Dalam praktiknya, sering kali debitur yang membutuhkan uang hanya 

menandatangani perjanjian kredit tanpa dibacakan isinya. Akan tetapi, isi 

perjanjian baru dipersoalkan oleh debitur pada saat debitur tidak mampu 

melaksanakan prestasinya karena kreditor tidak hanya membebani debitur 

membayar pokok disertai bunga, tetapi ia juga membebani debitur dengan 

membayar denda keterlambatan atas bunga sebesar 50 % dari besarnya bunga 

yang dibayar setiap bulannya. Dengan demikian, utang yang harus dibayar 

oleh debitur sangat tinggi. Kreditor berpendapat bahwa penerapan denda 

keterlambatan itu karena di dalam standar kontrak telah ditentukan dan diatur 

secara jelas dan rinci dalam kontrak, sehingga tidak ada alasan bagi debitur 

untuk menolak pemenuhan denda keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, 

debitur harus membayar pokok, bunga, beserta denda keterlambatannya
37

. 

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur kontrak baku
38

, yaitu: 

1. Diatur oleh kreditor atau ekonomi kuat; 

2. Dalam bentuk sebuah formulir; dan 

3. Adanya klausul-klausul eksonerasi/pengecualian. 

Hondius mengemukakan latar belakang sejarah timbulnya perjanjian baku 

bahwa model kontrak baku telah mempunyai sejarah ribuan tahun. Ketika 

lima ribu tahun yang lalu di Mesir dan Negara Dua Sungai dibuat tulisan-

tulisan pertama, hampir pada saat yang sama muncul syarat-syarat kontrak 

yang dibakukan pertama kali. Sesudah itu di banyak peradaban ada gejala 

untuk melepaskan formalisma dari model-model kontrak yang ditetapkan 
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oleh para rohaniwan. Sebaliknya kita melihat bahwa penggunaan syarat-

syarat baku saat ini justru akan bertambah lagi. Kebutuhan akan syarat-syarat 

kontrak baku di Eropa Barat, terutama dalam abad ke-19 menjadi besar. 

Kongsi-kongsi (gilden) dengan peraturan-peraturan yang melindungi mereka 

ditiadakan. Revolusi industri menyebabkan pertambahan jumlah transaksi-

transaksi perdagangan. Juga timbulnya konsentrasi-konsentrasi modal yang 

semakin besar, menjadikan pemakaian formulir-formulir perlu, karena 

pembuatan transaksi-transaksi penting, sekarang harus diserahkan kepada 

pejabat-pejabat rendahan, kepada siapa perumusan isi kontrak tidak dapat 

diserahkan. Dalam abad ke-20 pembakuan syarat-syarat kontrak makin 

meluas
39

. 

Gras dan Pitlo juga mengemukakan latar belakang lahirnya perjanjian 

baku
40

, Gras mengatakan bahwa kelahiran perjanjian baku antara lain 

merupakan akibat dari perubahan susunan masyarakat. Masyarakatsekarang 

bukan lagi merupakan kumpulan individu seperti pada abad XIX, tetapi 

merupakan kumpulan dari sejumlah ikatan kerja sama (organisasi). Perjanjian 

baku lazimnya diperbuat oleh organisasi perusahaan-perusahaan. Pitlo 

berkata pula sebagai berikut. 

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial dan 

ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau 

perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu 

organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu 
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secara sepihak. Pihak lawannya (wederpartij) yang pada umumnya 

mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah, baik karena posisinya maupun 

karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu"
41

. 

Taryana Sunandar mengatakan bahwa pembuatan perjanjian atau kontrak 

baku pada awalnya dilakukan oleh perusahaan secara individual, kemudian 

oleh asosiasi bisnis. Pembuatan kontrak baku oleh lembaga internasional 

untuk negara Eropa diprakarsai oleh UNECE (United Nation Economic 

Comissionfor Europa). Demikian pula berbagai asosiasi perdagangan seperti 

GFTA (Grain and Free TradeAssociation) dan FOFA (Federation of Oilseeds 

and Fats Association) telah mengembangkan kontrak baku untuk transaksi 

perdagangan jenis tertentu
42

. 

Syarat utama suatu kontrak dapat disebut kontrak baku, yaitu kontrak 

harus digunakan secara luas, terutama dalam masyarakat bisnis (usaha). 

Dengan penggunaan perjanjian baku ini, pengusaha akan memperoleh 

efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga dan waktu.  

F. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Kontrak Baku 

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah perjanjian tertulis 

antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau 

pelaksana swakelola. Pada dasarnya kontrak lahir sebagai implementasi dari 

asas kebebasan berkontrak di antara para pihak yang terlibat kontrak. 
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Perkembangan selanjutnya pembuatan kontrak telah mengalami 

pembatasan-pembatasan oleh negara, baik berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau putusan pengadilan, dengan maksud agar kebebasan 

berkontrak tidak disalahgunakan sebagai perbuatan para pihak yang tanpa 

batas. 

Berdasarkan pembatasan tersebut, maka kontrak pengadaan barang/jasa 

pemerintah pada satu sisi dikategorikan kepada kontrak standar/baku, dengan 

alasan format, klausula dan ruang lingkupnya telah diatur secara jelas dalam 

lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 

Namun di sisi lain, kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah juga 

merupakan representasi dari keinginan bebas pihak pemerintah dan penyedia 

barang/jasa untuk menentukan sesuatu yang adil bagi kedua belah pihak. 

Hanya saja asas kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan negara, dalam hal 

ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak pengadaan 

barang/jasa pemerintah. 

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah meskipun memiliki acuan 

dokumen yang telah dibakukan sebagai dokumen standar, namun dalam 

menentukan isi kontrak terdapat peluang bagi penyedia barang/jasa untuk 

memberikan masukan, usul saran perubahan sehingga tercapai kesepakatan 

dalam menentukan apa yang adil bagi kedua belah pihak. 

Syarat-syarat kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan 

ketentuan yang umum harus ada pada kontrak pekerjaan dengan tujuan untuk 
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memberikan pengertian, pedoman, dan batasan-batasan bagi pengguna dan 

penyedia dalam pelaksanaan kontrak.
43

 

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diketahui bahwa kontrak pengadaan 

barang/jasa pemerintah merupakan bagian dari kontrak standar/baku, namun 

dalam beberapa bagian kontrak masih terbuka peluang bagi pemerintah dan 

penyedia untuk melakukan negosiasi untuk mencapai keuntungan bagi kedua 

belah pihak secara proporsional. 
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